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Perubahan Undang-undang K epailitan dengan Perpu Kepailitan Nomor 1 Tahun 1998 serta ditetapkannya
perubahan tersebut dalam Undang-undang Nomor 4 Tabun 1998, selanjutnya perubahan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Bab |1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, yaitu Pasal 212
sampai dengan Pasal 279, diharapkan penyel esaian masal ah utang-piutang berfungsi pula sebagai filter
untuk menyaring atas dunia usaha dari perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Di samping itu,
Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak ditujukan kepada eksekusi barang-barang debitur dan
pembagian hasil kepada para kreditur. Melainkan Penundaan kewajiban pembayaran utang berakibat untuk
selama jangka waktu tertentu tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya. Karena, kewajiban untuk
membayar utang ditangguhkan selama ada penundaan. Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah
untuk mencegah Kepailitan seorang debitur yang tidak dapat membayar tetapi yang mungkin dapat
membayar di masa yang akan datang. Dengan demikian Penundaan kewajiban pembayaran utang
memberikan kepada debitur keringanan sementara dalam menghadapi para kreditur yang menekan untuk
mereorganisasi dan melanjutkan usaha, dan akhirnya memenuhi kewajiban debitur terhadap tagihan-tagihan
para kreditur. Dengan adanya keringanan sementara tersebut banyak debitur yang lebih memilih
mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih daripada harus dimohonkan untuk dipailitkan oleh para krediturnya. Oleh karenaitu debitur
boleh mengajukan sebuah permohonan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsanya
sendiri. Biasanya, debitur hanya mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai
tanggapan atas suatu permohonan kepailitan debitur yang digjukan oleh seorang kreditur, Alasannya
Undang-undang K epailitan menentukan bahwa apabila permohonan permohonan untuk penundaan
kewajiban utang dan kepailitan diperiksa oleh Pengadilan Niaga pada waktu yang bersamaan, maka
permohonan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang akan diperiksa dan diputus terlebih dahulu.
Sehingga Penundaan kewajiban pembayaran utang hanya boleh dikabulkan apabila putusan yang
menyatakan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan Niaga.
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